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Upaya hukum pengajuan keberatan merupakan hak dari setiap pelaku usaha yang tidak menerima Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang L arangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sederhana mengatur pengajuan keberatan bagi
pelaku usaha yang tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Karenanya, pada tanggal 18
Juli 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan sebuah peraturan yang sangat penting bagi
perkembangan dan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap
Putusan KPPU. Lahimya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 ini setidaknya dapat mengatasi
ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU yang selama
ini memang masih menimbulkan polemik dan ketidakseragaman dari setiap Pengadilan Negeri yang
rrmenangani kasus keberatan terhadap putusan KPPU. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2005 ini tidak seluruhnya dapat dikatakan sempuma dari segi substansi yang diaturnya,
karena masih terdapat beberapa kelemahan, seperti: kurang komprehensifnya aturan-aturan hukum yang ada
di dalamnya, perbedaan interpretas antara Mgjelis Hakim Pengadilan Negeri dengan KPPU, dan kurangnya
pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hukum persaingan usaha. Dari paparan di atas,
dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memerlukan perbaikan Iebih lanjut, karena
ternyata terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat undang-undang tidak mengatur upaya hukum
apa yang seharusnya ditempuh oleh pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU, dan bagaimana proses beracara
untuk kasus persaingan usaha di Pengadilan Negeri.
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